ABSTRAK

Indonesia akan menjalani babak baru praktik demokrasi dengan penyelenggaraan pemilu
serentak 2019, yang terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden digabung dengan
pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam sistem

presidensial seperti yang dianut dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Konsekuensi dari adanya ambang batas pencalonan presiden adalah sejumlah partai
politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR, atau yang baru ikut Pemilu pada
masa Pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.
Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini harus memperhatikan

konstitusi terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah baru.
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ABSTRACT

Indonesia will undergo a new round of democratic practices by holding 2019
simultaneous elections, consisting of presidential and vice presidential elections
combined with the election of members of the DPR, provincial DPRD and regency / city

DPRD in a presidential system as adopted in the government system in Indonesia.

The consequences of the threshold the limit for presidential nominations is that a number
of political parties participating in the election who do not have seats in the DPR, or who
have only just joined the General Election during the General Election period, cannot
propose candidates for president and vice president. Law number 7 of 2017 concerning

general elections must first consider the constitution so that new problems do not occur.
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